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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengaturan dan dampak perubahan
Badan Hukum Perusahaan Dacrah Menjadi Perusahaan Perseroan. Usulan PT. Jakarta
Tourisindo mengenai prospek dan proyeksi bisnis dalam hal meningkatkan modal dasar
pengembangan pariwisata daerah menjadi alasan perubahan status dari perseroan terbatas
menjadi perseroda dan penambahan unit usaha pengembangan pariwisata lainnya. Hal ini
sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Tipe
penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan
normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum,
terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil
dari penelitian ini diketahui bahwa: Pertama, perubahan Badan Hukum PT. Jakarta
Tourisindo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah yang mana telah diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2), Dacerah
dapat mendirikan BUMD melalui Peraturan Dacrah Dacrah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 3 Tahun 2004 yang diperbarui Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 5 Tahun 2021 menjadi tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah
Wisata Niaga Jaya Raya dan Wisma Jaya Raya menjadi PT. Jakarta Tourisindo. Kedua,
Dampak positif dan negatif Perubahan status pada PT Jakarta Tourisindo Terhadap
Pertanggungjawaban Pengurus dan pemiliknya dampak secara Internal adalah Organ
Perusahaan lebih Independen, Pembagian tugas dan wewenang pengurus dan pemegang
saham yang jelas serta meningkatkan etos kerja sumber daya manusia yang lebih
profesional dan dampak secara Eksternal yaitu kontrol aset perusahaan dan keuntungan
pemegang saham yang transparan serta terukur dan informasi kepentingan pemegang
saham yang lebih terbuka.

Kata Kunci: Mekanisme Perubahan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Perseroan
Daerah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berawal dari pengesahan UU
No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Perusda). Sejak berlakunya undang-
undang tersebut, pemerintah daerah (Pemda) mulai mendirikan berbagai perusahaan
daerah, terutama di Pulau Jawa. Tujuan dari pembentukan perusahaan daerah adalah
meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi dan pajak. Namun, sejak 1969, tidak
ada pendirian perusahaan daerah baru oleh Pemda berdasarkan undang-undang tersebut.

Perusahaan daerah yang sudah ada tetap beroperasi dan melanjutkan kegiatan usahanya.t

Pencabutan UU No. 5 Tahun 1962 memperkenalkan istilah baru untuk badan
usaha milik daerah (BUMD), seperti Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perseroan
Terbatas (PT). Beberapa pemerintah daerah kemudian mulai mendirikan BUMD dengan

bentuk badan hukum yang ditetapkan oleh peraturan ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang
mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menetapkan
definisi jelas mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Bab XII yang

mencakup 13 Pasal. BUMD yang beroperasi sebelum penerapan Undang-Undang ini

! Ronny Sautama Hotma Bako. “Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan
Usaha Milik Daerah”, Kajian, Vol. 15 No. 4, Desember 2010,



diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut dalam jangka waktu maksimal

tiga tahun sejak Undang-Undang diberlakukan.?

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menggunakan istilah "perusahaan daerah”
guna menggambarkan BUMD sebagai perusahaan milik daerah. Setelah diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tidak
berlaku lagi,® Asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

peraturan yang mengaturnya tetap berlaku dan bisa diterapkan.*

Setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan dari Soekarno, situasi politik
berubah dan hal ini mempengaruhi perkembangan perusahaan daerah. Pada saat era
Presiden Soekarno, dilandaskan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan
masyarakat. Ini bertujuan membentuk harmoni pada sektor industri dan menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung, sambil menuju masyarakat yang berkeadilan dan

sejahtera secara material dan spiritual.®

Struktur, jenis, dan karakteristik BUMD tidak banyak berubah sepanjang
sejarahnya. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Perseroan Daerah
(Perseroda) adalah dua jenis BUMD yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014. Namun, secara substansial, karakteristik BUMD saat ini hampir sama

2 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, tentang Pemerintah
Daerah., Pasal 402 ayat (2), Tahun 2014, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587

3 Ibid., Pasal 409 huruf a

*+ Ibid., Pasal 405

> Yudho Taruno Muryanto, 2017, Tata Kelola BUMD Konsep Kebijakan Dan Penerepan Good

Corporate Governance., Intrans Publishing: Malang, hlm 13



dengan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 32 Tahun 2004, dan
Permendagri No. 50 Tahun 1998 mengenai bentuk BUMD, serta UU No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.®

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
menjelaskan bahwa pengelolaan BUMD dianggap sejajar dengan pengelolaan pemerintah
daerah, di mana direksi perusahaan daerah diatur berdasarkan jumlah anggota dan
struktur yang ditetapkan oleh Perda yang mendirikannya. Pengaruh dan dominasi

pemerintah daerah diatur melalui peraturan daerah mengenai pembentukan BUMD.

BUMN terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan modal yang dimilikinya.
Pertama, perusahaan daerah memiliki satu wilayah. Kedua, perusahaan daerah memiliki
banyak wilayah. Ketiga, perusahaan daerah memiliki pihak swasta dan wilayah. Namun,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membatasi jumlah BUMD yang dapat dipilih

menjadi dua: Perumda dan Perseroda.’

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) mengklasifikasikan BUMD menjadi dua jenis. Pertama,
Perusahaan Umum Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Kedua,
Perusahaan Perseroan Daerah dengan kepemilikan saham minimal 51% oleh pemerintah.
Kepemilikan saham pada BUMD dalam bentuk Perusahaan Daerah dan Perusahaan

Perseroan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perusahaan

¢ Ibid., him. 15.
" 1bid., him.17.



swasta, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat memiliki perusahaan daerah, namun

pemegang saham BUMD harus memiliki saham di perusahaan tersebut.

Bentuk hukum BUMD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017,
terbagi menjadi dua yaitu, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan
Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda didesain untuk fokus pada pelayanan umum dan
mencari keuntungan, sementara Perseroda lebih menekankan pada keuntungan atau aspek
komersial. Untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku,
manajemen yang efektif dari Perumda dan Perseroda memerlukan dukungan SDM yang

ahli di bidangnya serta modal yang cukup.

Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) menetapkan Kepala Daerah sebagai pemilik modal dan pemegang
saham di Perumda dan Perseroda.® Pemilihan badan hukum Perumda dan Perseroda
mempertimbangkan penyediaan barang dan jasa berkualitas tinggi yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat serta kondisi, karakteristik, dan potensi daerah.

Sebagian besar BUMD tidak dikelola secara profesional karena intervensi yang
berlebihan dari Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini menyebabkan mayoritas SDM yang
terlibat dalam pengelolaan BUMD kurang profesional. Pegawai BUMD mayoritas
direkrut dari kalangan birokrasi pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang, BUMD

harus memberikan manfaat ekonomi bagi pembangunan daerah, mencapai kepentingan

2 Gadis Raynita A, “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Satatus Menjadi
Perumda atau Perseroda’”, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambun Mangkurat, Vol. 1
No.2, April 2022, hlm_ 192



bersama, serta mencari keuntungan. Ini berarti bahwa BUMD tidak hanya berfokus
memberikan kontribusi sosial atau manfaat bagi daerah dan masyarakat, namun juga pada

pencapaian hasil laba yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).°

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan pendapatan asli
daerah melalui keuntungan BUMD. PT Jakarta Tourisindo, yang fokus pada akomodasi
dan pariwisata, adalah salah satu contohnya. Perusahaan ini mengajukan perubahan
modal dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan berperan aktif

dalam pengembangan industri pariwisata.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 menetapkan transformasi Yayasan Wisma
Jaya Raya dan Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta
menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo. Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo
menerima investasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Modal dasar PT Jakarta
Tourisindo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00, dengan modal disetor
mencapai Rp699.674.290.400,00. Perusahaan Daerah Pasar Jaya juga menyertakan

tambahan modal sebesar Rp3.000.000.000,00.%°

Modal sebesar 2.099.022.871.200,00 harus dikumpulkan oleh perusahaan untuk
meningkatkan operasinya. Perubahan modal awal dari 750.000.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh miliar rupiah) menjadi 2.798.697.161.600,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan

puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) diperlukan.

? Yudho Taruno Muryanto., Op.Cif,, hlm 21

10 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta
Tourisindo (Perseroan Daerah)



Sesuai dengan peraturan daerah, perubahan ini mengatur Perseroan Terbatas Jakarta

Tourisindo.1!

PT Jakarta Tourisindo terletak di Gedung SARANA SQUARE LT. 5, JI Tebet
Barat IV No. 20, RT. 8/RW. 2, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810. Operasional dimulai pada 8 Juli 2004, hasil
perubahan bentuk badan hukum dari PD Wisata Niaga Jaya DKI Jakarta dan Yayasan
Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5
Tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004. Perubahan ini termasuk penyertaan modal Pemerintah
DKI Jakarta dalam PT. Jakarta Tourisindo. Kajian ini merujuk pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu
melakukan kajian dalam bentuk skripsi berjudul: “Mekanisme Perubahan PT. Jakarta

Tourisindo dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah”.
B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana mekanisme pendirian PT Jakarta Tourisindo dari Perusaahan

Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah?

11 Ibid, hal. 7



2. Apakah dampak dari perubahan status pada PT. Jakarta Tourisindo terhadap

pertanggung jawaban pengurusnya?
C. Tujuan Penelitian
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis mekanisme pendirian PT. Jakarta Tourisindo
dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perubahan status pada PT. Jakarta

Tourisindo terhadap pertanggung jawaban pengurusnya.
D. Manfaat Penelitian
Penulis dalam penelitian ini kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan tercapai, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis maupun
mahasiswa atau masyarakat mengenai perubahaan bentuk Badan Hukum.
b. Memberikan informasi kepustakaan atau referensi pada program studi limu
Hukum Universitas Sriwijaya.
c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait
hukum Perseroan, terutama dalam memperdalam pemahaman teoritis

mengenai perubahan bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan tambahan ilmu

pengetahuan dan menjadi masukan berharga bagi pembaca untuk



memperdalam pemahaman tentang perubahan bentuk Badan Hukum Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu
manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengevaluasi sejaunh mana
mereka menerapkan Peraturan Pelaksanaan.

c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan
pertimbangan dalam merumuskan aturan tentang perubahan bentuk badan

hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai “Mekanisme Perubahan PT. Jakarta
Tourisindo dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah” pada
penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup permasalahan pada pembahasan hanya
terbatas pada mekanisme perubahaan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi

Perusahaan Perseroan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.
F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang

mencakup studi tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, dan aspek



sinkronisasi. Dengan menarik kesimpulan bahwa kajian hukum normatif adalah
kajian hukum yang seharusnya dipatuhi.?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu tipe
Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif.** Pendekatan penelitian yang digunakan

merupakan penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan Pendekatan
Undang-Undang, dan pendekatan Konseptual. Adapun yang digunakan
pendekatan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)
Undang-Undang ini mendekati isu hukum yang akan dibahas penulis
dengan menganalisis semua peraturan dan regulasi terkait.'*

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan Konseptual dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak
dengan menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin yang

ada dalam ilmu hukum, penulis dalam hal ini melahirkan ide-ide tentang

12 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT.
Grafindo Persada: Jakarta, 2009, hlm_ 13-14

13 Thonny, Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukwm Novrmatif, Malang: Bayu Media
Publishing, 2010, hlm. 295.

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta - Kencana Prenadia Media Group,
2010, hlm_133.
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pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang

bersangkutan dengan isu hukum dalam penulis.®®

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum
bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang
dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.®
Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari dasar bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini dapat
digolongkan menjadi tiga bahan hukum, yang didapatkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum
primer adalah:

1) Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
LN No. 75 Tahun 1959

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah, LN No. 10 Tahun 1962, TLN No. 2387

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, LN NO. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014,

tentang Pemerintah Daerah. LN No. 22 Tahun 2014

15 Ihid_ hlm. 135
16 Nasution, Bahder Johan, Mefode Penelitian Hulkwm, Bandung: Mandar Maju, 2008, him_ 86.
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5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, LN No. 305 Tahun 2017, TLN No. 6173
6) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta Nomor
5 Tahun 2004, LN No. 104 Tahun 2014
8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
3 Tahun 2021, TLN No. 1032 Tahun 2021
b. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi
sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer. Contoh bahan ini termasuk
hasil penelitian hukum, literatur hukum, jurnal, media massa, serta
makalah-makalah, baik yang diterbitkan secara resmi maupun tidak.
e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan
hukum primer dan sekunder. Seperti: ensiklopedia, kamus hukum, dan lain

lain.

Adapun langkah dalam penelitian hukum normatif yakni mengabtraksikan
latar belakang permasalahan dengan pemaparan kondisi norma, perumusan

masalah, dan pengidentifikasian teori, konsep, serta landasan teoritis.’

171 Gusti, Ketut Ariawan, Metode Penelitian Hukum Hormatif, Vol. 1 No.1 Desember 2013 hlm
27
18 Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hlm_21.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah teknik atau cara yang
digunakan peneliti untuk menghimpun bahan hukum. Pemilihan metode
pengumpulan bahan hukum sangat terkait dengan sumber-sumber bahan hukum
yang tersedia, karena melalui proses ini peneliti memperoleh bahan hukum yang
diperlukan untuk analisis selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam
penelitian ini, metode yang diterapkan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah
melalui kajian pustaka dan analisis dokumen.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat
pengumpulan bahan hukum yang melalui dengan mempergunakan content
analysis. '8 Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang mengumpulkan
konsep-konsep, teori-teori, informasi, dan pemikiran konseptual dari literatur
ilmiah dan peraturan perundang-undangan untuk memperkaya pemahaman

penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan merujuk
pada prinsip-prinsip sistem hukum serta peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan masalah penelitian. Metode interpretasi hukum, terutama

interpretasi kualitatif, digunakan dalam proses analisis untuk mengacu pada
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aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan

standar masyarakat umum.*®

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan
kesimpulan yang awalnya berasal dari pengertian umum yang diketahui
kebenarannya, kemudian mejadi kesimpulan yang lebih khusus.?® Hasil penelitian
digunakan untuk mencapai kesimpulan yang lebih terperinci dalam menjelaskan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

12 Ibid.
20 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, him. 10
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